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Abstract

Ulfah juliarti / 222015299 / 2019 / The Effects of Regional Financial Management, Accountability, Transparency on
Local Government Performance with supervision as a Variable Moderation Case study in Regional Apparatus
Organization of Lahat Regency.

The purpose of this study was to determine how much the effect of regional financial management on local
government performance of Lahat regency, how much the effect of accountability on local government performance
of Lahat regency, how much the effect of transparency on local government performance of Lahat regency. The
research objective was to determine the effect of regional financial management on local government performance
of Lahat regency, to determine how much the effect of accountability on local government performance of Lahat
regency, to determine how much the effect of transparency on local government performance of Lahat regency. The
variables in this study were regional financial management (X1), accountability variable (X2), transparency
variable (X3), supervision (X4), local government performance variable (Y). This type of research was associative.
The data used primary data. The population in this study was 25 OPD Lahat Regency. Data collection techniques in
this study were using questionnaires and interviews. Data analysis techniques used a data analysis technique that
was quantitative using multiple regression tests. The results showed that, in part, regional financial management
and accountability had a positive effect on local government performance, and transparency had an effect but not
significantly on local government performance. It was recommended that further research be able to expand the
object of research, be able to add to the research period and added other variables that could be used to influence
local government performance.

Keywords: Accountability, Transparency, Supervision, Local Government Performance.
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ABSTRAK

Ulfah juliarti/222015299/2019. Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas,
Transparansi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dengan Pengawasan sebagai Variable
Moderasi Studi kasus pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lahat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara pengelolaan
keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten lahat, seberapa besar pengaruh
antara akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten lahat, seberapa besar pengaruh
antara  transparansi terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Lahat. Dengan tujuan
penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja
pemerintah daerah Lahat, untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah
daerah Kabupaten Lahat, untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap kinerja pemerintah
daerah Lahat. Variabel dalam penelitian ini adalah pengelolaan keuangan daerah (X1), Variabel
akuntabilitas (X2), Variabel transparansi (Xs),Pengawasan (X.), Variabel Kinerja pemerintah
daerah (Y). Jenis penelitian ini adalah assosiatif. Data yang digunakan adalah data primer.
Populasi dalam penelitian ini adalah 25 OPD Kabupaten Kabupaten Lahat. Teknik pengumpulan
data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner dan wawancara. Teknik analisis
data menggunakan teknik analisis data yaitu kuantitati menggunakan uji regresi berganda. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa, sebagian, pengelolaan keuangan daerah dan akuntabilitas
memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah, dan transparansi memiliki pengaruh
namun tidak signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Disarankan kepada penelitian
selanjutnya agar dapat memperluas objek penelitian, dapat menambah periode penelitian serta
menambahkan variabel lain yang dapat digunakan untuk mempengaruhi kinerja pemerintah
daerah.

Kata kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan, Kinerja Pemerintah Daerah
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ABSTRACT

Ulfah Juliarti / 222015299/2019. The Influence of Regional Financial Management,
Accountability, Transparency on the Performance of Local Governments with Supervision
as a Moderating Variable Case Study in Lahat District Regional Organizations.

The purpose of this study was to learn more about regional financial management on the
performance of the Lahat district government, a large evaluation between accountability for the
performance of the Lahat district government, comparing the size of the support for the
performance of the Lahat district government. With the aim of the research is to find out how to
manage regional finances against the Lahat local government, to obtain knowledge about the
performance of the Lahat district government, to gain an understanding of the government's
performance improvements to the Lahat regional government. The variables in this study are
regional financial management (X1), accountability variables (X2), approval variables (X3),
supervision (X4), performance variables of local government (Y). This type of research is
associative. The data used is primary data. The population in this study was 25 OPDs in Lahat
Regency. The technique of collecting data in this study uses questionnaires and interviews. The
data analysis technique uses data analysis techniques, namely quantitative using multiple
regression tests. The results showed that, in part, regional financial management and accountability
had a positive influence on the performance of local governments, and accountability had
insignificant significance to the performance of local governments. Further on further research in
order to improve research, can add to the period of research and add other variables that can be
used to improve the performance of local governments.

Keywords: Accountability, Transparency, Supervision, Local Government Performance
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Reformasi pengelolaan keuangan Negara masih terus dilakukan secara
berkelanjutan. Hal ini dimaksudkan agar amanat yang tertuang dalam pasal 3
ayat (1) Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, yang
mengharuskan keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan
perundang-undangan, efisien, efektif, ekonomis, transparan dan bertanggung
jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, dapat semakin

diwujudkan(http://www.bpk.go.id).

Demi mewujudkan tujuan dan cita-cita masyarakat maka syarat yang
dipenuhi pemerintah adalah dilaksanakannya Good Governance. Otonomi
daerah yang diberlakukan secara efektif membuat perubahan signifikan dan
fundamental pada negara Indonesia. Ini disambut dengan disahkannya UU
No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun
2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Penyelenggaraan pemerintahan di daerah dipengaruhi berubahnya pandangan
pemerintah dari terpusat ke otonomi daerah guna mewujudkan pemerintahan
yang bertata kelola baik (Good Governance). Konsekuensi bagi daerah yakni
dituntut untuk mempertanggungjawabkan alokasi dana yang dimiliki secara
efisien dan efektif. Pengalokasian dana yang sebaik-baiknya, maka
implikasinya pada pertumbuhan daerah yang dapat berjalan sesuai

harapan,maka diperlukanyya juga pengawasan yang baik.


http://www.bpk.go.id/

Pengawasan Keuangan Daerah ini terdapat dalam Peraturan
Pemerintah No0.60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal
Pemerintahan. Secara garis besar peraturan ini menyebutkan bahwa proses
pengendalian internal meliputi proses audit, re-view, evaluasi, pemantauan,
serta kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan
fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa
kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah dietapkan
secara efektif dan efisien untuk kepentingan pemimpin dalam mewujudkan
tata pemerintahan yang baik dengan adanya prinsip akuntabilitas,partisipasi
juga kinerja yang baik.

Tingginya berbagai asumsi masyarakat terhadap pelaksanaan otonomi
daerah menyebabkan kinerja pemerintahan menjadi salah satu isu yang
menjadi sorotan publik. Isu tentang kinerja pemerintahan daerah ini menjadi
sorotan publik karena belum menampakkan hasil yang baik yang dirasakan
olen rakyat. Di karenakan masyarakat belum merasakan hasil kinerja
pemerintahan secara maksimal. Rakyat menuntut pemerintahan mempunyai
kinerja yang baik dalam melakasanakan tugas dan tanggung jawabnya

sebagai perwujudan konsep otonomi daerah.

Perkembangan organisasi sektor public yang semakin pesat menuntut
pemerintah agar melakukan kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas dan
tanggungjawabnya. Penyerahan kewenangan pemerintah pusat ke daerah
telah menimbulkan dampak yaitu korupsi yang begitu marak dan semakin

kuat di daerah(Hendra,2017: 2).



Kinerja anggaran sejak tahap penyusunan, pembahasan hingga
pengesahan APBD dan laporan keterangan atas pertanggungjawaban,
difokuskan umumnya pada besaran biaya yang dianggarkan, atau dengan kata
lain semata-mata jumlah anggaran yang mengalami peningkatan daripada
tahun sebelumya. Terserapnya anggaran lebih diutamakan daripada
menghemat anggaran, sehingga terjadi penggunaan anggaran untuk hal-hal
yang tidak perlu, bahkan melenceng dari target atau tujuan Kinerja
pemerintah (Loi, 2015). Pengukuran Kinerja adalah proses yang berurutan
guna memberikan penilaian apakah rencana program atau kegiatan telah
dilaksanakan dengan sesuai, dan telah berhasil memenuhi target yang
sebelumnya telah ditentukan saat perencanaan. Tujuan dilakukannya
pengukuran kinerja sektor publik yaitu untuk memperbaiki kinerja masa yang
akan datang agar lebih baik dalam mencapai tujuan organisasi sektor public,
sebagai alat pengambilan keputusan misalnya mengganti kebijakan,
mempertahankan  pimpinan, mewujudkan tanggung jawab publik

(Wiratna,2015: 107).

Pengukuran kinerja dengan konsep value for money yaitu untuk
mengukur tingkat keekonomisan dalam alokasi sumber daya, efisiensi dalam
penggunaan sumber daya dengan hasil yang optimal serta efektivitas dalam
penggunaan sumber daya. Dalam pencapaian tujuan organisasi selain value
for money ada juga akuntabilitas. Kemudian akuntabilitas merupakan
pertanggungjawaban yang dilakukan oleh seseorang atau suatu lembaga atas

segala tindakan yang ditunjukan kepada yang memberi wewenang.



Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk
memberikan  pertanggungjawaban, = menyajikan,  melaporkan, dan
mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi
tanggungjwabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki
hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.
Akuntabilitas merupakan konsep yang kompleks yang lebih sulit

mewujudkannya dari pada memberantas korupsi (Mardisimono,2010)

Menurut Kerangka Konseptual, Standar Akuntansi Pemerintahan, 2015
Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya
seta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan
dalam mecapai tujuan yang ditetapkan secara periodk. Dengan demikian dari
berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa
akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya sebagai
bentuk pemenuhan hak-hak politik public yang sesuai dengan ketentuan
undang-undang kepada masyarakat secara periodic. Akuntabilitas public
adalah prinsip pertanggungjawaban public yang berarti bahwa proses
penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus
benar benar dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD,

masyarakat dan Pemerintahan Daerah.

Akuntansi mensyaratkan bahwa pengambilam keputusan berprilaku
sesuai dengan mandate yang diteimanya. Aspek penting yang harus
dipertimbangkan yaitu : 1) aspek legalitas penerimaan dan pengeluaran

daerah bahwa setiap transaksi yang dilakukan harus dilacak otoritas legalnya,



2) aspek pengelolaan (sterwarship) keuangan daerah secara baik,
perlindungan asser fisik dan finansial mencegah terjadinya pemborosan dan

salah urus.

Laporan keuangan pemerintahan harus menyediakan informasi yang
dapat dipakai oleh pengguna laporan untuk menilai akuntabilitas
pemerintahan dalam membuat keputusan ekonomu, social dan polotik.
Akuntabilitas diartikan sebagai hubungan antara pihak yang memegang
kendali dan mengatur entitas dengan pihal yang memiliki kekuatan formal
atas pihak pengendali tersebut. Hal ini dibutuhkan juga pihak ketiga yang
accoubtable untuk memberikan penjelasan atau alasan yang masuk akal
terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan dan hasil usaha yang diperoleh
sehubungan dengan pelaksanaan suatu tugas dan pencapaian suatu tujuan
tertentu. Konteks penyelenggaraan pemerintah, akuntabilitas pemerintahan
tidak dapat diketahui tanpa pemerintah memberitahu kepada rakyat tentang
informasi sehubungan dengan pengumpulan sumbr daya dan sumber dana

masyarakat beserta penggunannya.

Selain itu tuntutan sektor publik terkait dengan perlunya dilakukan
transparansi dan informasi terhadap masyarakat dalam rangka memenuhi
hak-hak publik dalam halnya pengelolaan anggaran. Transparansi dapat
diartikan keterbukaan dalam memberikan informasi yang terkait dengan
aktivitas pengelolaan sumber daya public kepada pihak-pihak yang menjadi
pemangku kepentingan (Mahmudi,2016: 17). Menurut Kerangka Konseptual,

Standar Akuntansi Pemerintahan, (2015) Transparasi adalah memberikan



informasi keuangan yan tebuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan
pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara
terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam
pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya

pada peraturan perundang-undangan.

Tabel 1.1
Opini BPK Atas Lkpd Tahun 2012-2018 Wilayah Provinsi
Sumatera Selatan

No | Entitas Opini

2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

1 | Kabupaten | WDP | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP
Lahat

Sumber : www.bpk.go.id 2019

Pemerintahan dikatakan mempunyai kinerja yang baik apabila
pemerintah tersebut mampu mengelola pemerintahan sehingga dapat
memberikan kesejahteraan kepada masyarakat secara
keseluruhan,Pemerintah Kabupaten Lahat Tahun 2014-2018 ini mendapatkan
oponi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Pemeriksaan Laporan
Keuangan (BPK) atas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan berupa
Laporan Keuangan Pemerintah. Opini BPK ini merupakan salah satu ukuran
kinerja keuangan pemerintahan Kabupaten Lahat sudah baik. Namun
disayangkan masih banyaknya penemuan berupa penyelewengan dana yang

dilakukan.


http://www.bpk.go.id/

Fenomena yang terjadi saat ini, Pengelolaan keuangan daerah selama
ini bukannya membaik tapi malah memburuk Kkita juga mendapatkan
informasi tampaknya korupsi kebocoran keuangan kita itu bisa mencapai 20-
40% semestinya dana itu bisa dimaksimalkan atau dimanfaatkan untuk
program pembangunan seperti infrastruktur namun dikarenakan terjadinya
kebocoran dana itu terasa kurang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat
(SrimAdiningsih, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden,

https://m.kaadata.co.id )

Fenomena yang terjadi di daerah Kabupaten Lahat yaitu kasus korupsi
dana rutin Badan Penganggulan Bencana Daerah (APBD) Tahun Anggaran
2012dengan anggaran Rp.715.500.000, ditemukan kerugian negara sebesar
Rp. 473.000.000 yang dilakukan oleh dua pihak Pejabat Pelaksana Teknin
(PPTK), pada dana rutin secara bersama sama dan sudah ditahan karena
berkas dam barang bukti sudah dinyatakan lengkap.(Rifgi Ari Alfa,S.H.,MH,

Kasi Kabupaten Lahat).

Fenomena lainnya yaitu kasus dugaan korupsi oleh Sekretariat DPRD
Lahat tahun anggaran 2014 senilai Rp 5.765.970.998, dimana dana tersebut
mengalir saat kegiatan di DPRD Kabupaten Lahat sudah tidak ada lagi atau
tutup buku, namun sekertaris memaksa dana tersebut agar secepatnya di
transfer ke rekening Sekretariat DPRD Lahat dengan 4 kali transfer ( Dodo
Arman, DPD NCW Lahat).Selain itu juga fenomena sejenis ini terdapat
adanya kasus korupsi Sistem Manajemen Kepegawaian (Simpeg) pada Badan

Kepegawaian Daerah (BKD) dan Diklat Kabupaten Lahat Tahun


https://m.kaadata.co.id/

2010,dengan perkiraan kerugian negara mencapai RP. 204.071.400.yang
menjerat tiga tersangkat berinisial AZ, PW, dan HS. HS inisial tersangka
yang dulu berposisi sebagai pihak penyediaan barang di proyek itu sekaligus
merupakam kontraktor kegiatan tersebut kini telah ditahan. ( Helmi, Kajari

Lahat).

Penelitian ini pernah dilakukan oleh Nopriansyah (2016) Hasil
penelitian ini menunjukan bahwa, sebagian pengelolaan keuangan daerah dan
Akuntabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja
pemerintahan daerah, sementara transparasi memiliki pengaruh negative

tetapi signifikan terhadap kinerja pemerintahan daerah.

Demikian pula dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Diana dkk
(2017) Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Sistem Akuntansi berpengaruh
signifikan dan searah/positif terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah pada
Pemerintahan Kota Kotaamobagu, dan Penwasan Internal tidak berpengaruh
signifikan dan searah/positif terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah pada

Pemerintahan Kota Kotamobagu.

Namun berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Shinta dkk
(2017) Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Akuntabilitas tidak
berpengaruh signifikan terhadap kinerja pelayanan, sedangkan Transparasi

publik berpengaruh signifikan terhadap kinerja pelayanan.



Tabel 1.2
Survei pendahuluan
Nama Perangakat Fenomena Yang ditemukan
Daerah
Dinas Badan Kinerja Dinas Badan Keuangan Daerah Kab.Lahat

Keuangan Daerah | belumlah dikatakan baik,karena sering ditemukan
adanya rangkap jabatan yang dilakukan pihak pihak di
Dinas Badan Keuangan Daerah.Rangkap jabatan sering
terjadi karena banyaknya faktor kepentingan,yang
biasanya sering dimanfaatkan oleh pejabat dengan
memberikan kepada pihak keluarga,dan ini juga dapat
dikatakan sebagai penyalahgunaan jabatan.

Rangkap jabatan juga berpotensi atau berdampak buruk
bagi masyarakat dan telah menyeret berbagai politisi
terlibat kasus korupsi,dengan demikian kinerja dinas
tersebut masih diperlukan perbaikan.

Inspektorat Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Internal
Pemerintahan Daerah memiliki peran dan posisi yang
sangat strategis baik, Inspektorat daerah menjadi pilar
yang bertugas sebagai pengawas sekaligus pengawal
dalam pelaksanaan program yang tertuang dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, namun
sangat disayangkan pengwasan khususnya di Kab.Lahat
masih sangat lemah dan terkesan ada pembiaran
sehingga banyak terjadi pelanggaran dalam rangka tata
kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Apabila
inspektorat sebagai pelaksanaan pengawasan tidak dapat
menjalankan  pengawasan secara efektif maka
penyelewengan akan terjadi, baik dari segi anggaran
maupun  lainnya.Kurang  efektinya  pengawasan
menyebabkan kinerja di inspektorat Kab.Lahat
dikatakan kurang baik.

RSUD Pada Dinas RSUD lahat kinerja , pengelolaan keuangan
, transparasi belumlah berjalan dengan baik. Sangat
disayangkan sekali dikarenakan masih ada banyak kasus
penyalah gunaan wewenang dan juga dana-dana lainnya
yang dilakukan oleh pihak tak bertanggungjawab.
Penyelewengan yang dilakukan menyebakan kerugian
pada pemerintah, RSUD kab lahat dan masyarakat
setepat itu sendiri.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kinerja RSUD
Kab.Lahat dikatakan belum baik, dan masih banyak
perlu dibenahi

Sumber: penulis, 2019
Berdasarkan pada survey pendahuluan table 1.2 yang telah dilakukan oleh

penulis melalui wawancara terhadap beberapa Organisasi Pemerintahan
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Daerah pada beberapa OPD yang ada di Kota Kabupaten Lahat dapat
disimpulkan bahwa masih terdapat beberapa OPD belum menerapkan

karakteriktik dengan baik dalam kinerjanya.

Berdasarkan yang telah diuraikan di, maka penulis tertarik untuk
melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pengelolaan Keuangan
Daerah, Akuntabilitas dan Transparasi Terhadap Kinerja
Pemerintahan Daerah dengan Pengawasan sebagai Variable Moderasi

Pada Daerah Kabupaten Lahat.

B. Rumusan Masalah
Berdasaran dari uraian latar belakang di atas, maka permasalahan
yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah BagaimanaPengaruh
Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparasi Terhadap
Kinerja Pemerintahan Daerah dengan Pengawasan sebagai Variable
Moderasi Pada Daerah Kabupaten Lahat?
C. Tujuan penelitian
Berdasarkan dari perumusan masalah,maka tujuan yang ingin
dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Pengelolaan
Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparasi Terhadap Kinerja
Pemerintahan Daerah dengan Pengawasan sebagai Variable Moderasi
Pada Daerah Kabupaten Lahat.
D. Manfaat penelitian
Berdasarkan tujuan diatas,maka penelitian ini diharapkan akan

memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya :
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1. Manfaaat bagi penulis

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan
mengenai hal yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah,
akuntabilitas, dan transparansi kinerja pemerintahan daerah Kabupaten
Lahat.

. Manfaat bagi Pemerintahan Daerah Kabupaten Lahat

Bagi pemerintahan daerah diharapkan menjadi masukkan dalam
mendukung pelaksanaan otonomi daerah, khususnya pengelolaan
keuangan daerah, akuntabilitas dan trasnparansi kinerja pemerintahan
daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good
government).

. Manfaat bagi almamater

Hasil penelitian dapat menjadi salah satu sumbe referensi untuk
penelitian selanjutnya, khususnya penelitian yang memiliki topic relatif

Sama.
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